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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DfﬁS&TﬁNégarg: Repub‘hk e

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indeonesia Nomor 1106};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung {Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

Undeang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4726);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang
Rawa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3441);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang
Sungal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 344 5};
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan -

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Provinsi Kalimmantan Barat,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Ralyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonormi seluas-luasnyg
dalam sistemm dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sehagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Rarat.
Sekietaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan
pemerintahan daerah di bidang pekerjaan wmum dan penataan ruang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan/atan kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur 3ipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada pemeriniah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawal pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian den diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarken peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan vang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalsh Pegawai ASWN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada pemeriniah Provinsi Kalimantan Barat.

Jabatan Fungsional adalah sckelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas Dberkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah DPegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
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16. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabafan Fungsional yang,

selanjjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalsh Pengangkatan Pejabat
Administrasi ke daleun Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing
pada jabatan fungsional vang setara.

17. Sumber Daya Air adalah suatu bidang pembinaan atas air yaitu semua air
yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasulk
dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang
berada di darat, sumber air dan daya air yang terkand ung didalamnya.

18. Penataan Ruang adalah suatu bidang yang menyelenggarakan urusan
Penataan Ruang yang mencakup pembinaan penataan ruang, perencanaan

tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

19.Bina Marga adalah suatu bidang pembinaan atas jalan vaitu prasarana
transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu Hntas yang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan air leecuali jalan kereta
api, jalan lori dan jalan kabel.

20.Cipta Karya adalah suatu bidang yang menyelenggarakan tugas dan
pembinaan dalam penataan dan perencanaan keciptakaryaan, penataan
bangunan dan lingkungan serta penyedizan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan.

21. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah keglatan pembinaan yang dilakukan
Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masvarakat.

BAB TI
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah,

BAB Il
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASIT
Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membanitu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daecrah dan iugas pembantuan di
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya,
penataan ruang dan bina jasa konstruksi;

¢

pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya,
penataan ruang dan bina jasa konstruksi;

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, bina

marga, cipla karya, penataan ruang dan hina jasa konstruksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang sumber daya air, hina
marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina
marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;

g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah {SAKIP), dan pelayanan publils di linglcungan Dinas;

h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan vang diberikan oleh
Gubernur di bidang pekerjman umum dan penataan ruang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1} Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Sumber Daya Air;

Bidang Bina Marga,

Bidang Cipta Karya;

Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstrulesi;
Unit Pelaksana Teknis; dan

TR om0 AN o P

Kelompok Jabatan Fungsional.

{2} Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
mempunyat tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggaralkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
dinas di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan
bina jasa konstrulsi sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

i
i
1
;
i

‘}L e

e it




-7~

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas secbagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Dinas mempunyai fungsi :

a. penetapan program kerja di bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang;

b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya,
penataan ruang dan bina jasa konstruksi;

¢. penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta
karya, penataarn ruang dan bina jasa konstrulksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang sumber dava air, bina
marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;

©. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang sumber daya air, bina
marga, cipta karya, penataan ruang dan bina jasa konstrulksi;

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi,
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan
publik di lingkungan Dinas;

hi. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ierhadap penyelenggaraan kegiatan di
bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina
jasa konstruksi;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan
perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya,
penataan ruang dan bina jasa konstruksi; dan

j.  pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembanituan di bidang pekerjaan wmum

dan penataan ruang yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Bagian Keempat

Sekretariat
Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1) huruf b, dipimpin
oleh seorang Sekretaris vang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan
pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.
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Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekz etariai ¢ ERE
mempunyai fungsi :

a. penyusunan prograun kerja di bidang Igeseis..retarlaian

b. peayiapan bahan dan perumusan kebijakan di. bldsmg ren_cana-.; Lt,r‘_
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangal_'__:dan' set;

c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kcr]a, 'mom‘wlmg dan
evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset; '

d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan  di bzdang 1cncaﬂa _ke_ ja, v
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta’ keuangan dan aae"" di
linglkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan pemndang unda;n ga'n g

e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di: bzdang renca:t ke_ |

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuanfran dan aset”dl :
lingkungan Dinas; . :

f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan renc'ma ker]af d1 hngk_
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-und: angan, s '

g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi bir okram sttem Akuntabﬂ as

Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP), dan peia}rsman pubhk d1 lmgku gan. .
Dinas; - : '

h. pengawasan terhadap pelaksanaen tugas dan fungm r‘n lmglxunga_n
sekretariat; ' : : .

i, pemberian saran dan pertimbangan kepada - hepaia Dlnas berlxena“r
dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan; .

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pela}}man teihadap pe]aksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan -

k. pelaksanaan fungsi lain di b:dang keseluetarlatan }cmg diserahkfm . olch
Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan pemndemg undam gsm '

Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 membawahi Suh Bagz'
Umum dan Aparamr S

S ekretal iS.

tugas dan fungmny
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Pasal 13

Untul melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang
umum dan aparatur di lingkungan Dinas;

¢. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan [(asilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang
umum dan aparatur;

e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada
Sub Bagian Umum dan Aparatur;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur vang diserahkan
oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 14

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalain Pasal 5 ayat {1}
huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungijawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Bidang Sumber Daya Air mempunyal tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebfjakan telmis di bidang pengembangan jaringan sumber daya
air, irigasi dan rawa, pengelolaan dan pemanfaatan wilayvah sungai, serta
bertanggungjawaly memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di
bidang sumber daya air.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 15, Bidang

Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan tecknis di bidang
pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, seria
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
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penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan jal‘ing&h
sumber daya air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanflaatan
wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian pertimbangan teknis dalam proses izin pengelolaan sumber
daya air di Provinsi Kalimantan Barat;

pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah i
bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, serta
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air,
irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;
pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya
air, irigasi dan rawa, serta pengelolaan dan pemaniaatan wilayah
sungai; dan

pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
sumber daya air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
membawahi :

a. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
b. 3eksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Sumber Daya Air.

Pasal 18

Seksi Irigasi dan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf a, mempunya: tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan
kebijakan teknis di bidang irigasi dan rawa, serta mengendalikan pelaksanaan
kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi
Irigasi dan Rawa mempunyai fungsi :

a.

penyusunan rencana kerja Selksi Irigasi dan Rawa;
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pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang irigasi dan rawa;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang irigasi dem rawa sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang irigasi dan rawa;

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
irigasi dan rawa;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang irigasi dan rawa;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang irigasi dan rawa; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang irigasi dan rawa yvang diserahkan oleh
Kepala Bidang,

Pasal 20

Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpii! dan mengolah
bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pemanfaatan
wilayah sungal, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan
fungsinya.

Pagal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi
Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Sungai mempunyai fungsi :

a.

b.

penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah
Sungai;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;

pelaksanaan urusan pemerintahan di  bidang pengelolaan dan
pemaniaatan wilayah sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengelolaan dan
pemanfaatan wilayah sungai;

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
pengelolaan dan pemanfaatan wilayah sungai;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah
sungai;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemanfaatan
wilayah sungai; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah
sungai yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
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Bagian Keenam
Bidang Bina Marga

Pasal 22
Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan
jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi
jalan dan jembatan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh lcegiatan
pelayanan dan administrasi di bidang bina marga.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang

Bina Marga mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerjs Bidang Bina Marga;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan
dan pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan
jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;

c. penvelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan
pembinaan teknis jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan,
pembangunan dau rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap
jalan dan jembatan, pelaksanaan koordinasi dengan Kabupaten/Kota
terkait jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangarn,

e. pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembatan,
pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan
dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan jembaian, pemeliharaan
jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonsitruksi jalan dan jembatan;

g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang perencanzan dan pembinaan teknis jalan dan jembaian,
pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rekonstruksi jalan
dan jembatan sesuai ketentuan perafuran perundang-undangan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembinaan teknis jalan dan
jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan
rekonsiruksi jalan dan jembatan;
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i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinss berkenaai

dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan r:embmaan teknis o
jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembanﬁunan dan L

rekonstruksi jalan dan jembatan; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberilzan oleh Kepala Dinas di _bidan'g":biﬁé]_ TR

marga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 25

(1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalani Pasal 22, membawahi
a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
b. Seksi Pembangunan dan Rekonsiruksi Jalan dan. Jembcltan

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh: féeorang Isepal s R
Selesi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada’ Kepala Bldaﬁg ERREE

Bina Marga,

Pasal 26

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dlmaksud daiam-_";'.'_; :
Pagal 25 ayat (1} huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan. mcn?,-alah bahain 0
kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan . dan’ 3embdtan qe‘r‘la’ R

mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan flm gsuwa

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam’ Pasa}, 26, -Sekm"-:r'_'- .

Femeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi -

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembamﬂ, : oo S

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan. Lebljaka;n tcknls dz._f':_ | 3._ .' "

bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemehhazaaﬁ Jalan dan
jembatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan- bmkala
terhadap jalan dan jembatan, serta pelaksanaan Toordinasi deéngan
Kabupaten/Kota terkait jalan dan jembatan sesuai Letentuan peraturan'-*jf. e

perundang-undangea;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemeizhal aar Jala.n d.an

jembatan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungm dl_'_...: BT

bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bldang beﬂxenﬂan_' _;:3_' L

dengan tugas dan fungsi di bidang pemeliharazn jalan ddn Jemba’ran, p

e

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan lapora;n telhadap.__,_._._ ER

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pcmehhazaan J‘_.i]_dn dan : R

jerabatan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pemeliharaan galan clan 3embataz1 yanﬁ._.

diserahlkan oleh Kepala Bidang.
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Pasal 28

Seksi Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1} huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan
mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan rekonstruksi

jalan dan jembatan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi
Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi ;

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan
dan Jembatan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;

c. pelaksanaan wurusan pemerintahan di  bidang pembangunan dan
rekonstruksi jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembangunan dan
rekonstruksi jalan dan jembatan;

e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan dan jembatan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan
dan jembatan;

g. pelalksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan rekonstruksi
jalan dan jembatan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembangunan dan rekonstruksi jalan
dan jembatan vang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
Bidang Cipta Karva

Pasal 30

Bidang Cipta Karva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e,
dipimpin oleh seorang KXepala Bidang vang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendataan dan
perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan
penyehatan lingliungan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan

pelayanan dan administrasi di bidang cipta karya, [

!
]. i
B
42 o




Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dahm Pasal 31 Bida.ng S
Cipta Karva mempunyai fungsi :

a.
h.

ge

(1)

{2)
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Pasal 32

penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya; T _ S
penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang péﬁdatétah T
dan perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan- hngimngan, air
minum dan penyehatan lingkungan; - S

penyelenggaraan urusan pemerintahan  di bid"m'g peﬂdataan
perencanaan cipta karya, penataan bangunan dan - imgimngan Joo
meliputi pembangunan gedung pemerintah dan - penataam kamasan
linglkungannya, kawasan pemerintahan dan rumah: Newam,"*" frastrukte
kawasan Dbersejarah dan lingkungannya, air minum 'dan - pcn} ehatan’-_'-l__-'-_-_:'.-'_:-:'f
lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundarig- undanﬂaﬂ '

pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemenntah t.iaerah d1 3
bidang pendataan dan perencanaan cipta karya, penai:acm bmgunan dan TR
lingkungan, air minum dan penyehatan hngkungan sesual Lesen?uan 3%

peraturan perundang-undangan; : : T

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugds daﬂ fungsz d1 bld : zg
pendataan dan perencanaan cipta karyd, pcnataan bangunan dan
Iingllungan, air minum dan penvehatan lmgkungm o IR

pembinaan dan pengawasan terhadap peialﬂfmaan tugas dan fungs di
bidang pendataan dan perencanaan cipta karya; penataan baiiguna_"" dan"_-'__i_'_f
lingkungan, air minum dan penyehatan 11ngh11r1ga11 besua‘i Letentuan
peraturan perundang-undangan; S '

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapora’n 1e1hadap peial{sanaan B
tugas dan fungsi di bidang pendatasn dan pm‘m{*anam}*-’ P
penataan bangunan dan lingkungan, air minum dem penvchatan _
lingkungan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmaq ber'lcen__ Y
dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan: pen,ncsnaan ipta
karva, penataan bangunan dan lingkungaf, air mmum dan penyehdtanff}_-_
lingkungan; dan _ E o
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dmas d1 bldamg mp‘rfz'-j e
karya sesuai ketentuan peraturan pE:fuﬂdaﬂUmundangan T T

Pasal 33

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud daiam de.’:ﬂ 30 membawahl
a. Seksi Penataan Bangunan dan nghungan dan - ;
b. Seksi Air Minuwimn dan Penyehatan Lingkungan, |

AEITEEE Y LT




«10_

Pasal 34

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat {1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
kebijakan teknis di bidang penatasn bangunan dan lingkungan, serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagainzana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi
Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang penataan bangunan dan lingkungan;

¢. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan bangunan dan
lingkungan dalam hal menyelenggarakan pembangunan  gedung
pemerintah dan penataan kawasan lingkungan, kawasan pemerintahan,
dan rumah Negara, infrastruktur kawasan bersejarah dan lingkungannya
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penataan bangunan dan
lingkungan;

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
penataan bangunan dan lingkungan;

f.  pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dan
lingkungan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang penataan bangunan dan lingkungan
vang diserahkan oleh Kepala Bidang,

Pasal 36

Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah hahan
kebijakan teknis di bidang air minwm dan penyehatan lingkungan, serta
wengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuat dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Untuk melaksanalean tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana Kerja Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
bidang air minum dan penyehatan lingkungan,;

e

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang air minum dan penyehatan
lingkungan yang mencakup pengembangan sistem pengelolaan air imbah
domestik dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang air minum dag penyvehatan
lingkungan; )

e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang air
minum dan penyehatan lingkungan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang air minum dan penyehatan lingkungan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang air minum dan penyechatan
fingkungan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang air minum dan penyehatan lingkungan
yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi

Pasal 38

Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas
menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan  pelaksanaan
kebijakan teknis di hidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang, dan bina jasa konstruksi, serta bertanggungiawab
memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penataan
ruang dan bina jasa konstruksi.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang
Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi

a. penyusunan program kerja Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa
Konstruksi;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan
ruang, pengawasan dan pengendalian pemanizatan ruang, serta bina jasa
konstruksi;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang,
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa
konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemaniaatan
ruang, serta bina jasa konstruksi sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
penataan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta
bina jasa konstruksi;

ABINTEE 4 % BEHERA
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pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan mn%ﬂ (11
bidang penataan ruang, pengaweasan dan pengendalian pemanfaatan

ruang, serta bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi,

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang, pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan ruang, serta bina jasa konstruksi: dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangar,

Pasal 41
Bidang Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38, membawahi :
a. Seksi Penataan Ruang; dan
b. Selsi Bina Jasa Konstruksi.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan berianggung jawab kepada Kepala Bidang
Penataan Ruang dan Bina Jasa Konstruksi.

Pasal 42

Seksi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a,
mempunyat tugas mengumpul dan mengolah hahan kebijakan teknis di bidang
penataan ruang, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi
Penataan Ruang mempunyal fungsi :

a.
b,

0

penyusunan rencana kerja Seksi Penataan Ruang;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di
hidang penataan ruang;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penataan ruang;
pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang penataan ruang;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang;
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pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang penataan ruang yang diserahkan oleh
Kepala Bidang.

Pasal 44

Selksi Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) :
huruf b, mempunyal tugas mengumpul dan mengolah bahan ;keb'ijakan'tekhis :
di bidang bina jasa konstruksi, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan -
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, ScLsi
Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi : :

a.
.

o

penyusunan rencana kerja Seksi Bina Jasa Ronstruksi;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan toi{ms ch PR

bidang bina jasa konstruksi;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bina jasa lconstluku scsual
ketentuan peraturan perundang-undangan; '

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bina jasa konstiuksi; - - -

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi a3 bidangn

bina jasa konstruksi;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bldang beﬂwﬂaaﬂ o

dengan tugas dan fungsi di bidang bina jasa konstruksi; =

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan: laporan tmhddap- B

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina jasa iconsirukm ‘dan .

pelaksanaan fungsi lain di hidang bina jasa konstruksi yang dlsmahkcm' S

oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 46

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 éydi "'{1:} :'.
huruf g, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tekmnis: c:perasmnal T

atau kegiatan teknis penunjang Dinaa.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, "di'pinipin "6‘15?{:.:';' o
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggurigjiawab Lepada: SRR

Kepala Dinas melalui Sekretaris.
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Pasal 47

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata I&erja Umt
Pelaksana Teknis Dinss ditetapkan dengan Peraturan Gubemw %eaual R

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh o
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jahatan Fungsional =

Pasgal 48

{1} Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud- daiam ' Pas*ﬂ 5
ayat (1) huruf h, vang diangkat herdasarkan penyeiazaan 3abatan__ .
melalsanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi b{ar}xa'ttan denga.n el

pelayanan teknis fungsional.

(2) Pengangkatan dan pelaniikan melalui penvetaraan abatan (.Illalxl_llaﬂ]'!
sesuai dengan relkomendasi penetapan pelsetujuan dan Lementf—‘-man.;_.-.f_-._ __.-__.._____

terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1} B
berkedudukan di bawah dan bertangsung jawalb’ secara Zangsung Lepadai__'_-'.f:f

Pejabat Administrator.

{4} Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yahg dzhkukarz pem'etal aan.._ R

dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi d’)lam Ja
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator . ::m;’ atau Sub ix_oc}rdmat
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau iungm tertenty 'Varzg
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana' 'semc'r
ditunjuk, sampai diletapkannya peraturan pemndang—undangan -y ng.
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub I&nordma’tor Jabatan
Fungsional. :

{5} Penetapan, rincian tugas dan fungsi koor cimael, ‘Lug.as iambahan -se"rta
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub’ Koorématm'
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat. {4);:;=dzatm lebihs
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah esual ketcnt:
peraturan perundang-undangan, '

Pasal 40

(1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dzangkat me}a}ulff-'

penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah- dan bertangﬂung Jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan - Tzn ggi Pratam’ o
Administrator, atau Pejabat Pengawas vang meiniliki- Z«Le‘reﬂ\:mtan

pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdagar]\aﬂ Jengangnya -_bebum_-_-___ N

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimans dlmalﬁmd pacla ayat [1]':_
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsmna} ycmg berdas,arkem

keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundcmg?
undangan. s B T
(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional d1tetc1pkan qesufu ketentua.n";
peraturan perundang-undangan. - TR L
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Pasal 50

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yvang belum diangkat dan dilantik
kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan
diberikan penghasilan yvang sama dengan jabatan yang diduduld
sebelurmnnya sampai  dengan ditetapkannya ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan  Penyetaraan
Jabatan.

Penetapan kelas Jabatan Fungsional vang akan diduduki disetarakan
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan
Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan  perundang-
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 51

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN
yang memenuhl persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Formasi Pegawai ASNWN di lingkungan Dinas disusun sesuai keteniuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pejabat Administrasi yang mengalami Penvetaraan Jabatan melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai
penyederhanaan birokrasi berlaku.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan
vang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat sctingkat
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit,

vang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan
pengembangan profesi.

BAB YV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu

Tata Kerja
Pasal 53

Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,

mengendalikan, mengarshkan dan memberikan petunjuk kerja kepada
bawahannya,

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejahat Administrasi dan Pejabat
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah vang diperlukan
untuk penyeiesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua

Laporan
Pasal 54

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan perjelasan kepada Gubernur melalul Sekretaris Daerah
perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu vyang disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan vang
ditetapkan dan wajib menyvampaikan laporan pelaksanaan tugas serla
memberiken penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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BAB Vi
PEMBIAYAAN

Pasal 55

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

BAB VI
KETENTUAN TLAIN-LAIN

Pasal 56

{1} Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh
Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2} Gubernur melalui Perangkat Dacrah vang bertanggungiawab di bidang
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan
organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan
pembinaan dan pengendalian orgaenisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.,

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan QGubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada Dinas dan Pegawail ASN yvang melaksanakan tugas
pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas tetap melaksanakan
tugasnya sepanjang belum ada penugasan vang baru dari Pejabat Pembina
Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kaglimantan Barat
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 53), dicabut dan
dinyaitakan tidak berlaiu,
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Pasal 509

Peraturan Gubernur ini mulai berlakuy pade tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini  dengan penempatannya  dalam  Berita Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 S, 2
 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, £

(DT

W’I‘ARM '

Diundangkan di Pentianak

T ~ e T3k
fod i

pada tanggal & Tuwm

SERKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Clg

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TABUN 2021 NOMOR
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